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Kecamatan Medan Timur), 2019. Skripsi
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Pengetahuan WP UMKM mengenai kewajiban
perpajakan tentang tarif UMKM, (2) Mengetahui WP UMKM mengenai tata cara
pembayaran pajak dengan tarifnya, (3) Pengetahuan WP UMKM mengenai
perubahan Oeraturan Pemerintah tentang tarif UMKM. Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 19
Wajib Pajak UMKM yang memiliki NPWP dan terdaftar di Kecamatan Medan
Timur. Metode Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik sampling
jenuh berjumlah 19 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan
Timur. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan dengan dokumentasi
yang berada di Kecamatan Medan Timur. Teknik analisis data dalam penelitian ini
adalah analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Pengetahuan wajib Pajak
UMKM masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
atas dasar pengenaan pajak  1% serta pelaksanaannya masih belum sepenuhnya
terlaksana secara menyeluruh karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat
dan peraturan ini dianggap memberatkan pelaku usaha yang engakibatkan kerugian
begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018bbayak belum
diketahui dengan jelas teknis pelaksanaannya.
Kata Kunci: PP No. 46 Tahun 2013, Ketentuan Umum dan Tata cara
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Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi)
secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran
umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk
kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan
penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang
bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan
(Mardiasmo 2006:1).
Salah satu wajib pajak yang memberikan kotribusi dalam bidang
perpajakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia,
UMKM terbukti berhasil memainkan peran sebagai katup pengaman perekonomian
nasional pada masa krisis. Kenyataan tersebut membuat pemerintah perlu memberi
ruang untuk berkembang. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai
hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh indonesia.
UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%,
yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah
sebesar 0,01% (Wendy Endrianto, 2015).
2Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah salah satu bidang yang
memberikan kontribusi yang segnifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat
besar dan dekat dengan rakyat kecil (Kuncoro, 2008, Sripo, 2010) dalam (Jauhari,
2010). Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki usaha kecil dan menengah
antara lain : (a) cukup fleksibel dan sangat mudah beradaptasi dengan pasang surut
dan arah permintaan pasar, (b) menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat
dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya, (c) memiliki diversiasi yang luas
sehingga mampu berkontibusi signifikasi dalam ekspor dan perdagangan (Narsa,
dkk,  2012).
Pentingnya peran UKM dapat mendorong berbagai upaya peningkatan
dan pengembangan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan dengan pemberian kredit modal usaha
kepada UKM. Suatu produk yang ingin dipasarkan harus mempunyai daya tarik
bagi pelanggan dan dapat bersaing dengan kualitas yang dihasilkan produk tersebut
dan cara pengelolaan. Kebanyakan dalam usaha kecil dan menengah menggunakan
strategi tersendiri dengan membuat produk yang unik dan khas untuk menarik
pelanggan menggunakan produk dari usaha kecil menengah tersebut.
Dengan tumbuh kembangnya UKM membuat kinerja usaha lebih baik
sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif  dan meningkatkan
produktivitas. Adanya UKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya
perusahaan-perusahaan besar (Susanta dan Syamsudin, 4:2009).
3Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal
yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya
pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan
kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya
tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak. Karena wajib pajak tidak
ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri.
(arum, 2012).
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
diberlakukan   untuk memberikan kemudahan   kepada Wajib Pajak   yang
mempunyai peredaran bruto tertentu dalam melakukan penghitungan, pembayaran
dan pelaporan Pajak Penghasilan terutang. . Pemberlakukan ketentuan PP 46
Tahun 2013 ini tentu memberikan manfaat bagi  wajib pajak  terutama bagi
UMKM karena mereka menjadi lebih   mudah   dalam menghitung, menyetor
dan melaporkan Pajak Penghasilan terutangnya. Lebih mudah karena pengenaan
pajaknya menggunakan tarif tunggal sebesar 1% dan bersifat final. Peraturan
tersebut diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak penghasilan final yang
berdampak pada terpenuhinya target penerimaan pajak. Masyarakat beranggapan
bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil
bagi pengusaha UMKM dikarenakan omset belum tentu menghasilkan laba. Jika
ternyata mereka mengalami kerugian dan harus membayar pajak, hal ini akan
memberatkan para wajib pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan
Pemerintah No.46 Tahun 2013 masih minim karena beberapa wajib pajak hanya
mengetahui tarif Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, namun sebagian besar
4wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur di
dalamnya. (Susilo & Sijaruddin, 2014: 7).
Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan
Pemerintah 46 Tahun 2013 adalah respon positif dari pemerintah atas keluhan para
pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 adalah 1% dari omset bruto
sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0,5% (Fauzi Ahmad dkk, 2016).
Pemerintah mengajukan alasan kuat atas penerapan Peraturan Pemerintah
koterversial ini, yakni dengan dipajaki maka UMKM memiliki NPWP sehingga
lebih mudah untuk memperoleh modal melalui bantuan kredit bank (Yusuf, 2013)
Selain itu penurunan PPh final 0,5% ini memudahkan WP UMKM dalam
membayar PPh.
Namun tidak seperti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, peraturan
terbaru tentang PPh Final 0,5% punya batasan waktu. Batasan waktu yang diberikan
oleh pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% yaitu 7
tahun pajak untuk WP orang pribadi, 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk
koperasi, CV, atau firma, serta 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT. (rafika
sari, 2018). Setelah batasan waktu tersebut berakhir, WP akan kembali
menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No. 36. Dengan
memenuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung wajib pajak telah
menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. Kedisiplinan yang ia tetapkan secara
tidak langsung membantu pemerintah dalam hal menentukan kebijakan, tentunya
kebijakan terkait dengan dunia usaha. Dengan patuh kepada hukum yang berlaku,
setidaknya ia telah membuat pemerintah merasa dihargai. Selain itu kepatuhan
5pengusaha tersebut merupakan bentuk paling kecil dari tindakan yang dapat
dilakukan terhadap Negara dari pemerintahan. Tentunya bukan dalam hal
pemberian materi, namun memberikan semangat kepatuhan dalam hukum (Susanta
dan Syamsudin, 11:2009).
Pemberlakuan ini bisa mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut
berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal serta beban pajak yang ditanggung
oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki
kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan
melakukan investasi (www.pajak.go.id). Tetapi kebanyakan WP merespon positif
dan negatif karena adanya perubahan yang telah diputuskan oleh pemerintah.
Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat pengetahuan masyarakat dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan.
Apabila wajib pajak  telah melaksanakan kewajiban perpajakan  sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dengan benar dan lengkap maka secara teoritis
kewajiban perpajakan itu telah terpenuhi. Dalam kenyataannya hal tersebut bisa
saja tidak terealisasi dikarenakan  keterbatasan  pengetahuan mengenai sistem
pajak tersebut, oleh karena itu dalam rangka untuk menguji kepatuhan wajib
pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyetor, dan
melaporkan sendiri pajak-pajaknya yang terhutang, fungsi pengawasan yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak harus secara terus menerus dilaksanakan.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan dan
membayar pajak terutangnya. Diantaranya yaitu pengetahuan akan peraturan
perpajakan, yang kedua adanya sanksi perpajakan yang akan membuat wajib pajak
6baik terpaksa atau tidak harus melaporkan dan membayar pajak terutangnya
(Hendarsyah 2009:2).
Menurut mardiasmo (2009) mengatakan Pengetahuan pajak adalah
kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif
pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak
yang akan berguna bagi kehidupan mereka Berdasarkan indikator untuk
mengukurnya pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Nur Hidayati (2008)
yaitu, pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan, pengetahuan




NO UMKM TARIF 1% TARIF 0,5%







4. Toko Abdi x x
5. Mujiono x x
76. Aldo Bakery x x
7. Faisal x x
8. Bandrek Hasanul x x
9. Wiwik x x
10. Piktor Sinaga x x
Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada Wajib Pajak
UMKM yang ada di Kota Medan terkhusus Kecamatan Medan Timur melalui
wawancara di lapangan dari 10 (Sepuluh) wajib pajak UMKM yang diwawancarai,
hasilnya ada 8 (Delapan) responden wajib pajak yang mengatakan bahwasanya
mereka masih belum mengetahui Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM
dengan menggunakan dasar pengenaan pajak 1% dari omset perhitungan pajak
penghasilan. Selain itu mereka juga belum mengetahui perubahan Peraturan
Pemerintah mengenai perubahan tarif UMKM yang menggunakan dasar pengenaan
pajak 1% dipangkas menjadi 0,5 % pada tahun 2018. Sementara responden yang
lain belum mengetahui Tatacara Perpajakan tentang pajak, Nomor Pokok Wajib
Pajak, dan Surat Pemberitahuan dan bagaimana cara membayar pajak dengan tarif
yang akan dibayarkan, serta langkah-langkahnya, tetapi ada salah satu responden
yang peneliti wawancarai mengatakan“saya sudah terdaftar di kantor pajak, juga
sudah memiliki NPWP karena ada yang menjanjikan untuk memberi bantuan tetapi
saya tidak membayar pajak karena penghasilan yang saya dapatkan tidak sesuai
8dengan pajak yang akan dibayarkan, jika saya membayar pajak maka saya akan
mengalami kerugian”.Oleh karena nya,beberapa dari UMKM belum mengetahui
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang tarif UMKM atas dasar
pengenaan pajak penghasilan 1% serta mereka juga belum mengetahui perubahan
dasar pengenaan pajak yang dipangkas sari 1% menjadi 0,5% dari omset dalam
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
Berdasarkan  uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai tarif UMKM pada Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini
dikhususkan bagi Pengetahuan wajib  pajak  UMKM  yang  ada  di  Kota  Medan
terkhususnya Kecamatan Medan Timur yang masih belum mengetahui Peraturan
Pemerintah mengenai tarif UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
tingkat pengetahuan para wajib pajak UMKM tentang tarif UMKM. Penelitian ini
difokuskan bagi wajib pajak yang berada di daerah kota Medan terkhusus
Kecamatan Medan Timur. Penelitian ini berjudul “Analisis Pengetahuan Wajib
Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan Pada tarif UMKM ”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar Belakang di atas peneliti mengidentifikasi masalahnya
adalah sebagai berikut:
1. Beberapa Wajib Pajak UMKM masih belum mengetahui pemberlakuan
mengenai tarif UMKM
2. Beberapa Wajib Pajak UMKM masih belum mengetahui tata cara
membayar pajak dengan tarif yang akan dibayarkan.
93. Beberapa Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP dan terdaftar di kantor
pajak beranggapan bahwa mereka rugi jika membayar pajak
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas,
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan
Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang tarif UMKM?
2. Bagaimana Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap kewajiban
perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan?
3. Bagimana Pengetahuan wajib Pajak terhadap perubahan Peraturan
Pemerintah tentang tarif UMKM.
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dari penelitian
adalah:
1.Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai kewajiban
perpajakannya tentang tarif UMKM
2.Mengetahui Wajib Pajak UMKM mengenai kewajiban perpajakan tentang
tata cara pembayaran pajak dengan tarifnya.
3.Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak dalam mengenai perubahan Peraturan
Pemerintah tentang tarif UMKM.
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E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai
pihak, antara lain:
1. Bagi Penulis
Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh
selama bangku kuliah dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai
WP UMKM untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi
kewajibannya membayar pajak.
2. Bagi Pihak Akademis
Untuk menambah wawasan dan infomasi mengenai WP UMKM dan
sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan melakukan
penelitian sejenis.
3. Bagi Pihak Lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam
pemikiran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selanjutnya
dapat digunakan sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan. Selain itu
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para wajib
pajak terutama wajib pajak UMKM, para pembuat Undang-Undang dan







Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat
timbal balik secara langsung guna untuk keperluan Negara bagi kemakmuran
rakyat.
Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan para ahli dalam buku
Salemba Empat (2005:1) diantaranya:
Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH menyatakan bahwa:
“Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan
Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa
timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukan,
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
Menurut S.I Djajadiningrat menyatakan bahwa:
“Pajak sebagai suatu kewajiban  menyerahkan sebagaian dari
kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan,
kejadian, dan perbuatan yang emberikan kedudukan tertentu,
tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada
jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk
memelihara kesejahteraan umum.”
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menurut Mr. Dr N. J. Feldmann menyatakan bahwa:
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan
terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang
ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan
semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum.
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak :
1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaannya
2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah
3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah
4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah,
yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan
untuk membiayai investasi publik.
b. Fungsi Pajak
Terdapat dua fugsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan
Negara) dan fungsi regulerend (mengatur)
1) Fungsi Budgetair (sumber keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber pemerintah untuk membiayai
pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan
Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyakanya
untuk kas Negara.
2) Fungsi Regulerend (Mengatur)
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Pajak mempunyai fungsi mengatur yang artinya pajak sebagai alat
untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang




Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu:
a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh
wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau
pihak lain.
b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga pajak tidak
langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan
yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi peyerahan
barang atau jasa.
2) Menurut Sifatnya
Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
a) Pajak Subjektif adalah pajak pengenaannya memerhatikan pada
keadaan subjeknya.
b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan
pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau
perisiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar
pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun
tempat tinggal.
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3) Menurut Lembaga Pemungutannya
Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi
dua, yaitu :
a) Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara pada umumnya.
b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
baik  daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
2) Wajib Pajak
a. Pengertian Wajib Pajak
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2
Wajib Pajak didefinisikan :
“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.
b. Hak Wajib Pajak
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip oleh
Resmi Siti (2011:22) Hak Wajib Pajak adalah :
1) Hak Wajib Pajak :
a) Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat
Pemberitahuan Masa (SPT)
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b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dan
kriteria tertentu
c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2
(dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak
d) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak
e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak
f) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak
atau Surat Keputusan Keberatan
g) Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas
Surat Keputusan Keberatan
h) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan
pajak atas Surat Keputusan Keberatan
i) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
j) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan
kekurangan pembayaran pajak.
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3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
a. Pengertian UMKM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang
dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:
1) Usaha Mikro
Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik
orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi
kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
1) Usaha Kecil
Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2) Usaha Menengah
Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
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langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan
bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.
b. Ciri-ciri UMKM
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003
tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut :
1) Usaha Mikro
Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau
perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat
mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000.
Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut :
a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-
waktu dapat berganti.
b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat
pindah tempat.
c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana
sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan
keuangan usaha.
d) Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat
rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki
kewirausahaan yang memadai.
e) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal
rentenir
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f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas
lainnya termasuk NPWP.
g) Tenaga kerja atau karyawan yang dimilki kurang dari 4 orang.
2) Usaha kecil
Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah
usaha produktif yang berskala kecil dan memilki kekayaan bersih paling
banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000
pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank diatas Rp.50.000.000
sampai Rp 500.000.000 Juta.
Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain :
a) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA
dan sudah ada pengalaman usahanya,
b) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen
keuangan walau masih sederhana,   keuangan perusahaan
sudah   mulai dipisahkan   dengan keuangan keluarga, dan
sudah membuat neraca usaha,
c) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan
legalitas lainnya, termasuk NPWP,
d) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan,
namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi
kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih
sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan,
e) Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.
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3) Usaha Menengah
Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1999, usaha menengah adalah Usaha bersifat produktif yang
memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp
10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.
Ciri-ciri usaha menengah yaitu :
a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang
lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian
tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran
dan bagian produksi ;
b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan
sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk
auditing   dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh
perbankan ;
c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi
perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin
tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan
lingkungan dll;
e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih
dan terdidik.
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4) Pengetahuan Wajib Pajak
a. Pengetahuan
Dalam kamus besar indonesia yang disususun moeliono 1998)
menjelaskan bahwa:
“Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui
berkenaan dengan hal (mata pelajaran) pengetahuan
dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui dengan
proses belajar yaitu hasil kerja fikir (penalaran) yang
merubah dari tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan
keraguan terhadap suatu perkara. Misalnya seperti
pengetahuan yang ada dalam suatu kurikulum di sekolah.”
b. Pengetahuan Pajak
Ada beberapa definisi pengetahuan pajak yang diungkapkan para
ahli diantaranya :
Menurut veronica carolina (2009:7) menjelaskan bahwa :
“Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat
digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak,
mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau
strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajibannya di bidang perpajakan.”
Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011: 1) menjelaskan
bahwa :
“Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan
tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak
dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya
pengajaran dan pelatihan.”
Menurut Rahayu (2010) menjelaskan bahwa :
“Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi
Perpajakan. Dalam penelitian ini peneliti membatasi
pengetahuan perpajakan yaitu mengenai Ketentuan umum
dan Tata Cara Perpajakan.”
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Menurut Supramono (2010) menjelaskan bahwa:
“pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan
yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa
yangdikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan
bagaimana cara menghitungnya.”
Menurut mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa:
“Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam
mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak
yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang
maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan
mereka.”
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan pengetahuan wajib pajak
merupakan Pengetahuan pajak yang dapat menumbuhkan sikap positif wajib
pajak  jika mereka paham  betul atas isi undang undang perpajakan yang
sering kali mengalami perubahan. Untuk meningkatkan pengetahuan
perpajakan masyarakat dapat melalui pendidikan   perpajakan baik formal
maupun nonformal akan berdampak terhadap kesadaran wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan.
c. Indikator Pengetahuan  Pajak
Adapun indikator dalam mengukur pengetahuan pajak menurut
Nur Hidayati (2008) yaitu:
1) Pengetahuan wajib pajak  mengenai batas waktu pembayaran dan
pelaporan
2) Pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan
3) Pengetahuan wajib pajak terhadap sistem perpajakan
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5) Kewajiban Perpajakan
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip oleh
Resmi Siti (2011:23) Kewajiban Wajib Pajak adalah:
a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya meliputu tempat tinggal atau tempat kedudukan
pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan  untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
c) Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas
d) Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan,
yang pelaksanaanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Mentri Keuangan.
e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat
pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Mentri Keuangan
f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan
peraturaan perundang-undangan perpajakan
g) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang pribadi
yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
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6) Tarif UMKM
Menurut (Sudirman dan Amirudin, 2012) menyataakan bahwa:
“Tarif  pajak berarti suatu ketentuan dalam bentuk persentase (%)
atau jumlah dalam mata uang suatu negara yang harus dibayarkan oleh
pemilik kewajiban pajak berdasarkan pajak atau entitas pajak.”
Sedangkan tarif UMKM adalah tarif WP UMKM yang digunakan
untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dalam bentuk
persentase. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementrian mengenai
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengatakan bahwa penggunaan
tarif ini memiliki batas waktu, antara lain :
a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 Tahun
b. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer
atau Firma selama 4 tahun
c. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3
Tahun.
7) Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu mengenai Analisis Pemahaman WP
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wajib pajak pada Rumah
Makan Palupi dapat ditarik
kesimpulan bahwa Pemilik
Rumah Makan Palupi sudah
memenuhi kewajiban sebagai
wajib pajak dalam hal
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sebesar 10% (Perda No. 4
tahun 2011). Akan tetapi,
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paling penting  bagi mereka
adalah bagaimana
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Menganalisis wajib pajak UMKM adalah setiap wajib pajak harus memiliki
dasar Pengetahuan Perpajakan, yaitu Wajib pajak yang mengetahui Perpajakan
dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam
mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar
berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi
kehidupan mereka. (mardiasmo, 2009). Adapun indikator yang mengukur wajib
pajak tersebut mengetahui perpajakan yaitu, pengetahuan wajib pajak  mengenai
batas waktu pembayaran dan pelaporan, pengetahuan wajib pajak mengenai
ketentuan umum dan tata cara  perpajakan, pengetahuan wajib pajak mengenai
system perpajakan. Maka wajib pajak bisa dikatakan sudah melaksanakan
kewajiban perpajakan apabila wajib pajak tersebut tahu dan paham mengenai
perpajakan dan melaksanakan sesuai indikator.
Oleh karena itu, kewajiban perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah
saat ini adalah mengenai tarif UMKMyang dipangkas dari 1% menjadi 0,5% yaitu
sesuai Peraturan Pemerintah tentang tariff UMKM dari penghasilan yang diterima
atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar
pertahun sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 para pelaku
UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 adalah 1% dari omset bruto sekarang
dipangkas tarif pajaknya menjadi 0,5%. Maka Kewajiban perpajakan
merupakan sasaran dari pelaku WP yang sudah memahami aturan pajak
untuk memenuhi tingkat pengetahuan kewajiban perpajakanya.
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Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini
digambarkan sebagai berikut :





Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengetahuan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan
pada tarif UMKM di kecamatan Medan Timur
B. Definisi Operasional
Definisi operasional dalam penelitian ini adalah Analisis Pengetahuan
Wajib Pajak tentang Kewajiban Perpajakan pada tarif UMKM merupakan
Menganalisis Pengetahuan wajib pajak UMKM yang mereka paham  betul atas
isi undang-undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Untuk
meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat dapat melalui pendidikan
perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak terhadap
kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
Menganalisis wajib pajak UMKM adalah setiap wajib pajak harus
memiliki dasar Pengetahuan Perpajakan, yaitu Wajib pajak yang mengetahui
Perpajakan dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib
pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan
mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan
berguna bagi kehidupan mereka. (mardiasmo, 2009).
Adapun indikator yang mengukur wajib pajak tersebut mengetahui
perpajakan yaitu,
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1) Pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan umum dan tata cara
perpajakan dan system perpajakan dalam undang-undang Nomor 28
Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang
pajak material, tujuannnya adalah untuk meningkatkan keterbukaan
administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib
pajak dan juga wajib pajak mengetahui sistem perpajakan di Indonesia
yang saat ini adalah self assessment system, yaitu pemungutan pajak
yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib
pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
2) Pengetahuan terhadap batas waktu pembayaran dan pelaporan yaitu
wajib pajak mengetahui tata cara pembayaran pajak, perhitungan tarif
pajak penghasilan yang akan dibayar dan pelaporannya, serta
pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak tersebut. Maka wajib
pajak bisa dikatakan sudah melaksanakan kewajiban perpajakan apabila









dengan benar oleh wajib pajak secara
umum.
2) Pengetahuan tetang Sistem Penyetoran
dan Pelaporan pajak UMKM .
3) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun
2013
4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun
2018
Pengetahuan Wajib Pajak
terhadap ketentuan umum dan
Tata Cara Perpajakan
1) Pengetahuan Pendaftaran UMKM ke
Kantor pajak Kecamatan Medan Timur
2) Pengetahuan memiliki NPWP.
3) Pengetahuan mengenai pemangkasan
tentang tarif pajak UMKM.
4) Pengetahuan  isi pemberlakuan tarif
tersebut




terhadap batas waktu pembayaran
dan pelaporan
1) Pengetahuan mengenai perhitungan
Pembayaran Pajak Penghasilan.
2) Tata cara pembayaran Pajak Penghasilan
dan langkah-langkahnya
3) Pelaksanaan pembayaran pajak
4) Pemungutan pajak memberi manfaat
kepada masyarakat.
5) Pajak sebagai alat untuk mengatur
kebijakan di bidang sosial maupun
ekonomi




1) Pemungutan pajak memberi manfaat
kepada masyarakat.
2) Pajak sebagai alat untuk mengatur
kebijakan di bidang sosial maupun
ekonomi
3) Pembangunan kota medan memberikan
manfaat untuk usaha
C. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember sampai dengan Maret
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D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Menurut Arikunto (2013: 173) populasi adalah keseluruhan dari subjek
penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki
sifat yang sama walaupun prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan
kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian.
Sedangkan Sugiyono (2013: 117) populasi adalah generalisasi yang terdiri
atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah 19 UMKM di Kecamatan
Medan Timur Kota Medan.
34
2. Sampel
Arikunto (2013: 174) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau
wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut sugiyono (2013: 118)
sampel adalah bagian dari jumlah dan  karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Pada penelitian ini obyek yang akan di teliti yaitu
Wajib Pajak Pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Medan Timur Kota
Medan.
Metode sampel penelitian tersebut adalah sampel jenuh. Menurut
Sugiyono (2015:85) mendefinisikan sampel jenuh adalah teknik
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Hal ini sering digunakan bila populasi relative kecil, kurang dari 30 orang
atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang
sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua
anggota populasi dijadikan sampel. Maka sampel dari penelitian adalah 19
wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan Timur.
E. Jenis dan Sumber data
1. Jenis data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif
deskriptif. Data kualitatif deskriptif ini diperoleh secara wawancara dengan
keadaaan yang berlangsung terjadi kepada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang
menghasilkan data deskripsi suatu hal.
2. Sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
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dan data sekunder. Menurut Nur dan Bambang (2009:146). Data primer
adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer
dalam penelitian ini berupa jawaban wawancara dari Wajib Pajak Pelaku
UMKM.
Data sekunder adalah data yang nengacu pada informasi yang
dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder diperoleh
dari publikasi kantor kecamatan dan dokumentasi melalui media elektronik
(Uma Sekaran, 2011).
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang
dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian Juliansyah Noor
(2011:138).
Teknik Pengumpulan data dari penelitian ini adalah:
1. Teknik Wawancara
Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada
suatu masalah tertentu merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua
orang atau lebih berhadapan secara fisik. Setyadin dalam Gunawan
(2013:160). Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikontruksikan makna dalam suatu topik. Esterberg dalam sugiyono
(2013:231)
2. Teknik Dokumentasi
Menurut Arikunto (2010: 231) teknik dokumentasi merupakan suatu
cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang
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berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data
yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Teknik dokumentasi
digunakan untuk mengumpulkan data Wajib Pajak Pelaku UMKM.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif. Analisis ini dengan cara pengumpulan data, mendeskripsi vaariabel-
variabel penelitian yaitu pemahaman wajib pajak, peraturan pemerintah, dan
menganalisa objek yang akan diteliti.
Tahap- tahap analisis data tersebut adalah :
1) Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM di kecamatan Medan
Timur.
2) Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3) Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai Sistem
Perpajakan dan batas waktu pembayaran dan pelaporan.
4) Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai PP No. 46
Tahun 2013 tentang tarif UMKM
5) Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai perubahan
PP No. 23 Tahun 2018 tentang tarif UMKM
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Objek Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang
dikumpulkan melalui wawancara kepada responden UMKM di Kecamatan
Medan Timur dan dengan dokumentasi yang digunakan dengan media
elektronik. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai
Maret 2019. Pada saat wawancara, peneliti mengambil responden yang
kemungkinan mengetahui tentang pajak dan mengetahui tentang Peraturan
Pemerintah mengenai tarif UMKM.
UMKM yang ada di Kecamatan Medan Timur berjumlah 20 UMKM
berdasarkan dari data yang telah diperoleh. Dari 20 UMKM tersebut, hanya
19 UMKM yang sudah berizin usaha dan memiliki NPWP. Ada 1 UMKM
tidak mencantumkan alamat UMKM. Banyaknya UMKM tersebut di
klasifikasikan lagi menjadi usaha mikro dan kecil. Dari wawancara tersebut,
peneliti menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang
akan dijawab oleh responden melalui lisan dan juga ada beberapa
dokumentasi yang peneliti peroleh karena kebanyakan dari responden tidak
ingin di dokumentasi, hanya ingin diwawancarai saja. Wawancara yang
dilakukan berada di desa Gang buntu, Glugur Darat I, Glugur Darat II, Pulo
Brayan Darat I, Pulo Brayan Darat II, Brayan Bengkel Baru, Pulo Brayan
Bengkel, dan Sidoadi
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2. Deskripsi Data Responden
Pada penelitian ini penulis mewawancarai kepada responden yaitu
sebanyak 19 UMKM yang sudah berizin usaha dan memiliki NPWP. Jenis
usaha yang dimiliki adalah usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha industri
pengolahan. Deskripsi data responden digunakan  untuk mengetahui data
pribadi atau karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin, Usia, dan
Jenis Usaha. Berikut ini merupakan karekteristik responden berdasarkan:
a. Jenis Kelamin
Tabel IV.1
Karasteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan Tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa responden dalam
penelitian ini sebagian besar berjenis  kelamin laki-laki yaitu sebanyak 16
orang (84%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang (16%).
b. Usia
Tabel IV.2








Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam
penelitian ini sebagian besar usia antara 41-50 tahun sebanyak 10 orang
(53%), dilanjutkan dengan usia >50 tahun sebanyak 4 orang (21%), dan
selanjutnya  berusia 31-40 tahun sebanyak 3 orang (16%,) dan yang berusia
21-30 tahun sebanyak 2 orang (10%).
c. Pendidikan
Tabel IV.3





Sarjana (S1) 4 21%
Magister (S2) 1 5.5%
Total 19 100%
Berdasarkan Tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa responden dalam
penelitian ini sebagian besar di tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 13
orang (68%), jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 4 orang (21%), jenjang
pendidikan Diploma sebanyak 1 orang (5.5%), dan pendidikan Magister




Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha
Jenis Usaha Jumlah Persentase
Industri Pengolahan 2 10.5%
Perdagangan dan Reparasi 15 79%
Jasa 2 10.5%
Total 19 100%
Berdasarkan Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa jenis usaha responden
dalam penelitian ini paling banyak adalah Perdagangan dan Reparasi yaitu
sebanyak 15 orang (79%),jenis usaha jasa sebanyak 2 orang (10%), dan jenis
usaha Industri Pengolahan sebanyak 2 orang (10%).
3. Deskripsi Data
a) Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan
Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang tarif UMKM
Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai
pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan PP
No. 46 Tahun tentang tarif UMKM :
1) 2 responden mengatakan sudah mengetahui Peraturan Pemerintah
No. 46 Tahun 2013 dengan dasar pengenaan pajak 1%. dan 17
responden mengatakan tidak mengetahui Peraturan Pemerintah
No. 46 Tahun 2013 dengan dasar pengenaan pajak 1%.
2) 2 responden mengatakan peraturan pemerintah tidak sesuai untuk
UMKM. Pelaku UMKM seharusnya tidak dikenakan pajak karena
usaha mereka saat ini mengalami krisis ekonomi.
3) 2  responden mengatakan omset yang mereka dapatkan tidak sesuai
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dengan pajak yang akan dibayarkan maka mereka tidak membayar
pajak.
4) 2 responden menyatakan bahwa dana pemerintah bisa dialokasikan
untuk pengembangan diri para entrepreuneur dalam bentuk seminar
dan bantuan peralatan yang dibutuhkan pelaku usaha.
b) Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap kewajiban
perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai
pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :
1) 13 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tata
cara pembayaran pajak yang benar dan 6 responden mengatakan
mengetahui cara pembayaran pajak yang benar.
2) 6 responden menyatakan mengetahui bagaimana cara mengisi SPT
yang benar dan 13 responden menyatakan tidak mengetahui cara
mengisi SPT yang benar.
3) 15 responden yang memiliki NPWP menyatakan NPWP berguna
untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan
administrasi perpajakan dan 4 responden yang tidak memiliki
menyatakan NPWP berguna untuk menjaga ketertiban dalam
pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
4) 15 responden mengetahui cara membuat laporan keuangan yang
benar dan 4 responden lain tidak mengetahui cara membuat laporan
keuangan yang benar.
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c) Pengetahuan wajib Pajak terhadap perubahan Peraturan
Pemerintah tentang tarif UMKM
Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai
pengetahuan wajib pajak terhadap perubahan peraturan pemerintah
tentang tarif UMKM :
1) 19 responden tidak mengetahui perubahan peraturan pemerintah
No. 46 Tahun 2013 menjadi No. 23 Tahun 2018 tentang tarif
UMKM.
2) 19 responden tidak mengetahui isi ketentuan PP No. 23 Tahun
2018
3) 19 responden tidak mengetahui dasar pengenaan pajak 0.5 % dari
omset untuk perhitungan pajak penghasilan.
B. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah
No. 46 Tahun 2013 tentang tarif UMKM
Merujuk dari jawaban para responden menunjukkan bahwa kebayakan
dari responden belum mengetahui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
mengenai dasar pengenaan pajak UMKM sebesar 1% dari omset. Beberapa
responden mengatakan tidak adil peraturan tersebut untuk para UMKM karena
mereka merasa adanya kerugian untuk membayar pajak yang diberlakukan oleh
pemerintah, para UMKM tidak seharusnya membayar pajak karena penghasilan
yang mereka dapatkan tidak tetap dan ditahun ini mereka mengalami krisis
ekonomi yang tinggi.
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Adapun penelitian oleh chatarina ayu tentang Pengaruh Pengetahuan
Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik
Kabupaten Bantul) dinyatakan Persepsi wajib pajak terhadap Peraturan
Pemerintah   No.46  tahun 2013 diharapkan   sama   dengan tujuan yang
tercantum Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 sehingga dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain dampak kemudahan dari
peraturan ini, namun terdapat dampak yang merugikan bagi wajib pajak
yaitu pengenaan pajak 1% dari omzet satu bulan tidak memperhitungkan
Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kompensasi kerugian usaha.
Selain itu hasil dari penelitian Raditha Kharisma yang berjudul
Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang
Pajak Penghasilan terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang telah tertera di dalamnya, Tujuan utama dari
pengenaan pajak PPh final 1 persen ini memang untuk menegakkan keadilan
pajak karena potensi penerimaan negara diprediksi relatif  kecil. Peraturan
Pemerintah republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 yang baru saja dirilis
oleh Direktorat Jenderal mempunyai dampak luar biasa bagi penerimaan
pajak.
2. Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa
responden yang mengetahui tentang kewajiban perpajakannya, tetapi
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banyak juga yang belum mengetahui dan melaksanakan kewajiban
perpajakan sebagai wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata
cara perpajakan yaitu salah satunya adalah membayar pajak,
menyetor, dan melapor karena para responden kurang peduli dengan
perpajakan. Para responden hanya membuat izin usaha dan memiliki
NPWP tetapi mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakan
yang lain. Beberapa dari responden ada yang membuat catatan atau
pembukuan, ada juga yang tidak membuat catatan atau pembukuan
dari usaha mereka.
Adapun persamaan hasil penelitian oleh Nur Uswatun
Hasanah tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib
Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Tanjung Redeb)
menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif
terhadap Kepatuhan Wajib pajak karena Pengetahuan perpajakan
suatu hal yang mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Wajib pajak
yang tidak mengetahui bagaimana ketentuan dan tata cara perpajakan
akan mempengaruhi kepatuhannya membayar pajak. Dengan
pengetahuan yang kurang maka wajib pajak tidak akan tahu informasi
apa saja terkait pajak mengingat informasi pajak terus mengalami
pembaharuan (update).
Adapun penelitian oleh Ready Wicaksono tentang Faktor-faktor
yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar
pajak sesuai PP No. 46 Taun 2013 Pada UMKM di Kabupaten Bantul
45
menyatakan faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak sesuai dengan PP No. 46 ini ialah Keikutsertaan
Wajib Pajak dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Jelas
bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka
semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima
bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang
telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan
melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang
tercantum di dalam peraturan yang ada.
3. Pengetahuan wajib Pajak terhadap perubahan Peraturan
Pemerintah tentang tarif UMKM
Dari hasil penelitian melalui wawancara dari para responden
yang bahwa banyak responden yang mengatakan belum mengetahui
perubahan mengenai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 atas
dasar pengenaan pajak 0.5 % karena masih belum diketahui pengenaan
dasar 1% apalagi berubah menjadi 0,5%. Mereka kurang mencari
informasi tentang peraturan pemerintah tentang tarif UMKM
Berdasarkan hasil penelitian dari Tatik (2018) tentang Potensi
Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di kabupaten Sleman-
Yogyakarta yang menyatakan Pemerintah kembali meluncurkan
kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No
23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP
tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini
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bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta
masyarakat dan pengetahuan perpajakan
Berdasarkan hasil diskusi dengan lima responden, Kelima
responden mengapresiasi kebijakan baru dengan penurunan tarif pajak
bagi UMKM tersebut. Semua responden menyatakan bersedia
membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Namun para responden
berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk
mengurus sementara kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, mereka
berharap Kantor Pajak memberikan pelayanan yang ramah dan tidak
berbelit belit.
Adapun hasil penelitian dari Hendri tentang Implementasi
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku
UMKM di kota depok menyatakan bahwa Masih banyak wajib pajak
yang memiliki peredaran bruto tertentu yang belum memahami pokok-
pokok perubahan yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018. Pada
umumnya wajib pajak hanya mengetahui bahwa tarif Pajak UMKM
turun dari 1% menjadi 0,5%. Sedangkan jangka waktu pengenaan tarif






Berdasarkan hasil Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap
Kewajiban Perpajakan tentang Tarif UMKM (Studi kasus di Kecamatan Medan
Barat) yang dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengetahuan responden atau wajib pajak UMKM yang masih rendah
dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar
pengenaan tarif 1% pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terlaksana
secara menyeluruh. Kurang gencarnya sosialisasi terhadap masyarakat dan
para Wajib Pajak (pelaku UMKM) merupakan salah satu faktor penghambat
pelaksanaan peraturan ini dan juga dianggap sebagai kebijakan yang
memberatkan pelaku usaha itu karena wajib pajak yang mengalami
kerugian tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian pada tahun
pajak berikutnya
2. Pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap ketentuan umum dan tata cara
perpajakan juga masih belum banyak diketahui karena dengan banyaknya
informasi yang diperoleh dari media dapat menimbulkan yang negatif dari
wajib pajak terhadap kepatuhan  wajib pajak. Sedangkan wajib pajak yang
kurang mendapat informasi tidak terlalu mengetahui duduk persoalannya
maka mereka akan tetap memberikan opini positif. Pada akhirnya tingkat
pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi keputusan
mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
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3. Wajib pajak UMKM kebanyakan belum mengetahui Peraturan Pemerintah
No. 23 Tahun 2018 karena wajib pajak belum memahami tata cara
penentuan jangka waktu pengenaan tarif dan wajib pajak yang masuk dalam
kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak
mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018
ini.
B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran
yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah faktor-faktor penghambat pemberlakuan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini seperti sosialisasi yang lebih gencar
agar para wajib pajak dapat mengetahui apakah ia termasuk dalam kriteria
Peraturan ini
2. Untuk Pelaku UMKM sebaiknya menyaring lagi informasi yang penting
dari media massa agar tidak  salah memperoleh informasi yang negatif
untuk masing-masing pelaku wajib pajak.
3. Pelaku UMKM sebaiknya lebih  aktif mengikuti peraturan perpajakan
yang sering mengalami perubahan dan mulai mempelajari
pembukuan sederhana untuk UMKM agar mendukung pengembangan
usaha dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
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